
BUPATIKAPUAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NOMOR~O TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NOMOR 167 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 

BAGI DA.MANG KEPALA ADAT DAN MANTIR ADAT 

Menimbang 

Mengingat 

SE ltUIUPATEN KAPUAS ' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS, 

a ~ bahwa ketentuan-ketentuan pemberian tunjangan bagi 

Damang Kepala Adat dan Mantir Adat yang ada di wilayah 

Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dengan Peraturan 

Bupati Kapuas Nomor 167 Tahun 2012 tentang Pemberian 

Tunjangan Bagi Damang Kepala Adat dan Mantir Adat Se 

Kabupaten Kapuas, sebagian pasal sudah tidak sesuai lagi 

sehingga perlu ditinjau kembali dan disempumakan; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas 

Nomor 167 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Bagi -Damang Kepala Adat dan Mantir Adat Se Kabupaten Kapuas. 

1. Undang-Undang Nomor 27 'Nlhun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4 . 

5. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 

16); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 

2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kapuas Nomor 18) 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATA~ 
PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 167 TAHUN 2012 
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI DAMANG KEPALA 
ADAT DAN MANTIR ADAT SE KABUPATEN KAPUAS 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Kapuas Nomor 167 Tahun 2012 tentang Pemberian 
Tunjangan Bagi Damang Kepala Adat dan Mantir Adat Se 
Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 
2012 Nomor 167), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4, ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pua14 

(1) Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 2 diberikan setiap bulan. 

(2) Besaran Tunjangan Penghasilan yang diberikan masing-

masing adalah sebagai berikut : 

a . Damang Kepala Adat Rp. 980.000,00 

b . Sekretaris Damang Rp. 540.000,00 

C. Mantir Adat Kecamatan Rp. 490.000,00 

d. Mantir Adat Desa Rp. 360.000,00 
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PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kapuas ' 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 

pada tanggal Io :Ju.(.i WI 1 

BUPATI KAPU~, 

~ 
BEN BRAHIM S. BAHAT / 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal l~ ju.u· 2,011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

/M-rlr­
RIANOVA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR ~0 

t c:: ,s·rr::N ,...... ~--· 
Kh8AG 

KASUBS/.\G 

PELAKSANA 

Unit Peoge!olalSKPD 
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